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BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR  116  TAHUN 2018    

TENTANG 

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PATI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  PATI, 

Menimbang : a. bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan 

instansi Pemerintah Kabupaten Pati belum ada 

keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan; 

b. bahwa berdsarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur 

Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, Jabatan Pelaksana dikelompokkan 

dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan 

kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja dan 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah 

Kabupaten Pati; 

 

Mengingat . . . 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam  

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63); 

7. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 

Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan 

Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil; 

9. Peraturan . . . 
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Untuk 

Daerah; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 

2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati  Tahun 2008 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 29) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati  Tahun 2013 

Nomor 7); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati  Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 62); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12,  Tambahan 

Lembaran  Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13,  

Tambahan Lembaran  Daerah Kabupaten Pati Nomor 99); 

15. Peraturan . . . 



- 4 - 
 

15. Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2012 tentang 

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur 

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 

Nomor 201); 

16. Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 33 

Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian 

Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah dan 

Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2013 Nomor 315); 

17. Peraturan Bupati Pati Nomor 39 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2016 Nomor 39); 

18. Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2016 Nomor 40); 

19. Peraturan Bupati Pati Nomor 41 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 41); 

20. Peraturan Bupati Pati Nomor 42 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 42); 

21. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 96 Tahun 

2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 

43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan 

Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 

Nomor 96); 

22. Peraturan . . . 



- 5 - 
 

22. Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 44); 

23. Peraturan Bupati Pati Nomor 45 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2016 Nomor 45); 

24. Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 46); 

25. Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 47); 

26. Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 

Nomor 48); 

27. Peraturan Bupati Pati Nomor 49 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 49); 

28. Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 50); 

29. Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 51); 

30. Peraturan . . . 
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30. Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 51) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati 

Nomor 98 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 98); 

31. Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman (Berita 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 52); 

32. Peraturan Bupati Pati Nomor 53 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 53); 

33. Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 

2016 Nomor 54); 

34. Peraturan Bupati Pati Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 55); 

35. Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 56); 

 

36. Peraturan . . . 
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36. Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten 

Pati Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 57 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 86); 

37. Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Pati Nomor 93 Tahun 2017 tentang 

Perubahan atas  Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 93);  

38. Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2016 Nomor 59); 

39. Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten 

Pati Tahun 2016 Nomor 60); 

40. Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 61); 

41. Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 62); 

42. Peraturan . . . 
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42. Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 63); 

43. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pati 

Tahun 2016 Nomor 64); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR JABATAN 

PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PATI. 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap 

oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 

2. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur 

sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan 

kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan 

dan pembangunan. 

3. Kualifikasi pendidikan adalah pendidikan yang diperoleh 

melalui pendidikan formal. 

4. Klasifikasi jabatan adalah pengelompokan jabatan yang 

menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan 

pola kerja. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Jabatan Pelaksana aparatur sipil negara dikelompokkan 

dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan  

kesamaan  karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. 

(2) Kesamaan . . . 
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(2) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam  

bentuk nomenklatur jabatan pelaksana. 

(3) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan 

formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai 

kebutuhan organisasi. 

Pasal 3 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi instansi 

pemerintah untuk : 

a. penyusunan dan penetapan kebutuhan; 

b. penentuan pangkat dan jabatan; 

c. pengembangan karier; 

d. pengembangan kompetensi; 

e. penilaian kinerja; 

f. penggajian dan tunjangan; dan 

g. pemberhentian. 

Pasal 4 

Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana dikelompokkan ke 

dalam masing - masing unit kerja organisasi perangkat daerah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati  ini. 

Pasal 5 

Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hasil analisa jabatan dan 

analisa beban kerja masing-masing organisasi perangkat 

daerah Kabupaten Pati. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

 

  Ditetapkan di Pati 

  pada Tanggal 3 Desember 2018 

 

  BUPATI PATI, 

 

  ttd. 

 

  HARYANTO  

 

Diundangkan di Pati 

Pada tanggal 3 Desember 2018 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

 

  ttd.  

 

 SUHARYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 116 

 

 


